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Oaiam kelwdupan sehari-hart manusie dan badar {mum sebaga
subjek hrukum serng terlibat dalam perbuatan  melanggar  hukum
(Onrechimatigedaad). Perbuatan melanggar hukum itu {erfjadi antare eihak-
pinak yang merasa dirugikan atas terjadinya perouatan itu dan pinaic iainnya
harus terbukti bahwa meiakukan perbuatan metanggar hukum tersebut.

Pesbuatean melanggar hukum (Onrechimatigedaad) diantara pihak-
pihak yang melakukannya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang
dilakukarsiy2 nu, dalam artian bahwa perbuatan metanggar hukum akan
menitnbutkan pertanggungjawaban Namun suatu perbuatan melanggar
hukum akan ienyap sifat-sifat melanggar hukumnya apabila ada alasan-
alasan yang membenarkan sepeili perdamaian.
Oleh karera ilu penulis mengambil judul dalam penulisan sknpsi ini yaitu .
*Hilangnya Suaiu Pertanggung Jawaban ODalam Perbuatan Melanggar
Hukum Menusut Kiteb Undang-Undang Hukum Perdata” (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Medan)

Ketentivan akibat perbuatan mefanggar hukum terdapat di seliap

negara, temmasuk di Indonesia yang pengaturannya terdapat dalam Hukum
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Adat dan Hukum Perdata yaitu dalam K.U.H. Perdata Pasal 1365 sampai
dengan Pasal 1380,

Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada
orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
harus mengganti kerugian tersebut. Oalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal
1864 K.UH. Perdata terdapat alasan yang dapat menghilangkan
pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum.

Salah satu alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban

terhadap perbuatan melanggar hukum adalah perdamaian (Accoord), yang
merupakan persetujuan dan kedua belah pihak untuk mengakhin
perseiisihan.
Sesual dengan penulisan skripsi im dan sesuai dengan kasus yang penulis
angkat, rraka penulis berpendapat melakukan perdamaian itu tidak dieeri
ganti rugl, dan sebagai gantinya pihak Dinas Penkanan dan Keiautan kota
Medan berjanyi/bersedia untuk menanggulangl seluruh biaya yang
berhubungan dengan Upacara Adat Istiadat dan bersedia bekeria sama
dengan Pihak Pertama didatam melakukan realisasi program-program
Pemerintair Rl dan program-program Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
khususnya tentang kesejahteraan nelayan.

Selain dari itu, apabila perbuatan melanggar hukum itu dilakukan cleh
Pemerintah sebagai Penguasa tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang
berlaku, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagal perbuatan melanggar

hukum dan Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).
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